
96 
 

 
 

Daftar Pustaka 

Buku: 

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 

Raja Grafindo Persada, Jakarta. 

 

Atmosudirjo, Prajudi, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, 

Jakarta. 

 

Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum dalam Praktek, Cetakan 

Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta. 

 

HR., Ridwan, 2002,  Hukum Administrasi Negara, UII Press Indonesia, 

Yogyakarta. 

 

__________, 2003, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta. 

 

Lutfi, Mustafa, 2012,  Perihal Negara, Hukum  & Kebijakan Publik, 

Setara Press, Malang. 

 

Manan, Bagir, 2004, Hukum Positif Indonesia, UII Press, Yogyakarta. 

 

Sadjijono, 2006, Hukum Kepolisian (Perspektif Kedudukan dan 

Hubungannya dalam Hukum Administrasi), LaksBang 

PRESSindo, Yogyakarta. 

 

________, 2008, Mengenal Hukum Kepolisian (Perspektif Kedudukan dan 

Hubungannya dalam Hukum Administrasi), LaksBang 

MEDIATAMA, Surabaya. 

 

________, 2008, Seri Hukum Kepolisian (Polri Dan Good Governance), 

LaksBang MEDIATAMA, Surabaya. 

 

Soehino, 1984, Asas-Asas Hukum Tata Pemerintahan, Liberty, 

Yogyakarta. 

 

Soekanto,  Soerjono, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit 

Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta. 

 

Spelt, N.M. dan J.B.J Ten Berge, 1992, Pengantar Hukum Administrasi 

Negara Indonesia, Yudika Pratama, Surabaya. 

 

_________________________, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, 

disunting oleh Philipus M. Hadjon,  Yuridika, Surabaya.  

 

Peran Pecalang Dalam Pengamanan Pelaksanaan Izin Keramaian Pesta Kesenian Bali Di Kota
Denpasar
Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia
Kadek Risthiana Aprilya Utari Giri, Dwi Haryati, S.H.,M.H.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



97 
 

 
 

Sutedi, Adrian, 2010, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayan Publik, 

Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 168. 

 

Usman, Husaini, dan Purnomo Setiady Akbar, 2006, Cetakan Keenam, 

Metodologi Penelitian Sosial, Bumi Aksara, Jakarta. 

 

Hasil Penelitian/Tugas Akhir: 

Kaharuddin, 2017, “Pelaksanaan Izin Keramaian Dalam Kegiatan Konser 

Musik Di Kota Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2002 Tentang Kepolisisan Negara Republik Indonesia”,  

Skripsi,  Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 

Gadjah Mada Yogyakarta. 

 

Munandar , Sutopo Aris, 2016,” Penerapan Asas Diskresi Oleh Polisi 

Dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian Di Polres Sleman”, Skripsi,  

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah 

Mada Yogyakarta. 

 

Yudhistira,Tyas, 2017, “Pelaksanaan Pemberian Izin Pertandingan 

Sepakbola Di Daerah Isimewa Yogyakarta”, Skripsi,  Program 

Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 

Yogyakarta. 

 

Internet: 

Chakim, Lutfi, 2011, Perbuatan Pemerintah, 

http://www.lutfichakim.com/2011/08/perbuatan-

pemerintah_26.html. Diakses pada tanggal 7 September 2018. 

 

Gede Indra Paramana, 2014, Memahami Bali Melalui Pecalang , 

https://indoprogress.com/2014/01/memahami-bali-melalui-

Pecalang/. Diakses pada tanggal 14 Desember 2018. 

 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Izin Keramaian,  

https://www.polri.go.id/layanan-keramaian.php. Diakses pada 

tanggal 5 September 2018. 

 

Paduarsana, 2013, Sejarah Pesta Kesenian Bali , 

https://paduarsana.com/2013/06/17/sejarah-pesta-kesenian-

balipkb/. Diakses pada tanggal 5 September 2018. 

 

Spektakel, 2018, Pesta Kesenian Bali 

http://spektakel.id/detail.php?id=561. Diakses pada tanggal 9 

September 2018. 

 

Peran Pecalang Dalam Pengamanan Pelaksanaan Izin Keramaian Pesta Kesenian Bali Di Kota
Denpasar
Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia
Kadek Risthiana Aprilya Utari Giri, Dwi Haryati, S.H.,M.H.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

http://www.lutfichakim.com/2011/08/perbuatan-pemerintah_26.html
http://www.lutfichakim.com/2011/08/perbuatan-pemerintah_26.html
https://www.polri.go.id/layanan-keramaian.php
https://paduarsana.com/2013/06/17/sejarah-pesta-kesenian-balipkb/
https://paduarsana.com/2013/06/17/sejarah-pesta-kesenian-balipkb/


98 
 

 
 

Peraturan Perundang-undangan: 

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038). 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4168). 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan 

dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan 

Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 311, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174). 

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pesta 

Kesenian Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2006 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3). 

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 

Tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 

2003 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali 

Nomor 3). 

Juklap Kapolri No. Pol/02/XII/95 tentang Perizinan dan Pemberitahuan 

Kegiatan Masyarakat. 

Lain-lain: 

Basah, Sjachran, 1995, Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum 

Administrasi, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan 

Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya. 

 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Kota Denpasar, 

“Rencana Pengamanan Pembukaan dan Rangkaian Kegiatan 

Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-XL Tahun 2018 di Depan 

Monumen Bajra Sandhi Renon dan Panggung Terbuka Ardha 

Candra Taman Budaya Art Center”, Nomor : 

R/RENPAM/42/VI/2018, Denpasar. 

 

Peran Pecalang Dalam Pengamanan Pelaksanaan Izin Keramaian Pesta Kesenian Bali Di Kota
Denpasar
Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia
Kadek Risthiana Aprilya Utari Giri, Dwi Haryati, S.H.,M.H.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



99 
 

 
 

Samuel Cibro, 2014,  Desa Dinas dan Desa Pakraman di Bali,  Makalah 

pada Program Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum 

Udayana, Denpasar. 

 

Peran Pecalang Dalam Pengamanan Pelaksanaan Izin Keramaian Pesta Kesenian Bali Di Kota
Denpasar
Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia
Kadek Risthiana Aprilya Utari Giri, Dwi Haryati, S.H.,M.H.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/


